BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA BAGAN STRUKTUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BUNGO,

bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan urusan
di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang maka
terhadap susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
bagan struktur dinas pekerjaan umum dan penataan
ruang Kabupaten Bungo sebagaimana telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 34 Tahun 2016,
perlu ditinjau kembali;

wa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah
omor S Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
erangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan,
sunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
’erangkat Daerah perlu diatur dengan peraturan Bupati;

]

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Bagan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan
Benataan Ruang Kabupaten Bungo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Bembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
arolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
abung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
elah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
tas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
erangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
epublik Indonesia Nomor 5887);

S. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
embentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
aerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Bungo Nomor 34 Tahun 2016 Susunan
rganisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur
inas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
ungo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

GAS DAN FUNGSI, SERTA BAGAN STRUKTUR DINAS
CKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
UNGO

w Y -g

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bungo.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan | daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka
melindungi, |melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan
masy{arakat.
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11.

12.
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14.

15.

(1) Susunan Orgz

Dinas adalah 1
Bungi‘);
Kepala Dinas
Ruang Kabupa

Sekretaris Ding
Ruang Kabupa

Unit | organisa
Sekretariat, Big

Satuan Kerja P
perangkat da

anggaran/peng

Unit Pelaksane
unsur pelaksat
Dinas Pekerjaa;

Kelompok Jabs
tugas melaksa;
bidang keahliaj

Tugas adalah |
seseorang kare

Fungsi adalah
dilaksanakan ¢

Kabui aten Buz
a. Kebala Dina
b. Sei{retariat,
1. Subbagia:
2. iSubbagia
C. Bi:%lang Peng
I. ﬁeksi Perg
2. Seksi Ope
3. Seksi Pery

A

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
fen Bungo;

s adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
ren Bungo;

si/unit kerja adalah bagian dari Dinas terdiri dari

lang, Subbagian, dan Seksi;

erangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
erah pada pemerintah daerah selaku pengguna
oguna barang.

2 Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
na teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas
n Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bungo.

itan Fungsional adalah unsur penunjang yang mempunyai
nakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai
n dan kebutuhan teknis Dinas.

pekerjaan yang dibebankan dan menjadi tanggung jawab
na jabatannya sesuai fungsi organisasi.

perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang
Jalam rangka mencapai tujuan organisasi.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

nisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1go, terdiri dari:

[
°

b

membawahkan:

n Umum dan Kepegawaian; dan

n Program, Keuangan dan Aset.
airan, membawahkan:

>ncanaan Teknik dan Bina Manfaat;

rasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan; dan

ibangunan dan Rehabilitasi Jaringan Pengairan.

d. Bidang Bina

Marga, membawahkan:



e. Bid

4-

ang Cipta|Karya, membawahkan:

1. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase; dan
3. Sf:ksi Bangunan Gedung.

L Bid%mg Penataan Ruang, membawahkan:

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
3. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

g. Uni‘L: Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
|

(2) Bag

 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana
tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 3

(1) Kepala Dinas Bekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkedudukan di
bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah,
mengendahkan

mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan

seluruh kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan

pemermtahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

(2) Dalamf melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. pen;:tmusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan penataan

b.

ruang;

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

. pela\‘ksanaan

koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

: pela1ksanaan

pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi

terhadap pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan

ruang;

. pelaksanaan

. -

pembinaan terhadap UPTD;
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h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan, dan tugas kedinasan lainnya sesuai petunjuk dan perintah

Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di

bawah Kepala
mempunyai ty

Dinas, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,

gas melaksanakan koordinasi,

serta memberikan

pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi untuk

kelancaran tuga

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretaris meny
a.
b.

C.

periyusunan 1

S

k>

. pengelolaan
kerumahtang

. penyusunan
konstruksi;

. pengoordinasi
berada di ling]

. pembinaan, p
bawahan;

. pemberian sar
telaahan dan
fungsinya; dar

. pelaksanaan
undangan, daj

Sekretariat seba
tugas dan fungsi

s dan fungsi dinas.

2

clenggarakan fungsi:

encana dan program kerja di bidang kesekretariatan;

pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

urat menyurat, dokumentasi dan kegiatan rapat serta
aan dinas;

erencanaan program dan kegiatan dinas serta jasa

pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan

pelaksanaan tugas dan kegiatan unit organisasi yang
kungan dinas;

)engawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

an dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil

analisa kepada atasan sesuai dengan tugas dan
1

tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
n sesuai petunjuk serta perintah atasan.

Pasal 5

gaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam melaksanakan
, membawahkan:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.




(1)

(2)

(1)
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Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan organisasi
dan tata laksana, rumah tangga, dan surat menyurat serta pengelolaan

administrasi ke

Dalam melaks

pegawaian di lingkungan dinas.

anakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan
kepegawaian

b.

c. penyediaan

pelaksanaan

pemeliharaan

administrasi

. penyelenggar
lainnya,;

. pelaksanaan
kantor, serta

f.
g.

penyelenggar

pembinaan,
bawahan;

h.pemberian s:
kepada atasa

i. pelaksanaan
undangan se:

Subbagian Prog

Pasal S5 ayat
penghimpunan,
dinas serta 1

keuangan dan g
Dalam melaksg
Subbagian Prog

a. penyusunan
panjang;

b. penyusunan
sumber lainn

rencana dan program kerja di bidang urusan umum dan

urusan dan tata laksana;

kebutuhan barang/jasa operasional kantor dan
fasilitas penunjang kerja, serta penyelanggaraan
barang daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;

aan administrasi surat menyurat dan naskah dinas

urusan umum, rapat, pemeliharaan dan keamanan
perpustakaan di lingkungan dinas;

aan administrasi kepegawaian;

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

aran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa
n sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
suai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

ram, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam

(1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, dan pengendalian perencanaan program
melaksanakan pengendalian, wurusan ketatausahaan
set dinas.

anakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ram, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka

rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan
ya,;

c. pelaksanaan

penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang



(1) Bidang Pengai

€. pemantauan,
dan penataax

f. penyusunan
rencana kine

g. penyusunan

h. penyusunan
anggaran din

i. pengelolaan j
j- pengevaluasi
k. pelaksanaan
l. pelaksanaan
m. perumusan d

n. penyusunan
penghapusan

0. pelaksanaan
pengembangs

p. pembinaan,
bawahan;

q. pemberian s:

L

evaluasi dan pelaksanaan di bidang pekerjaan umum

1 ruang;

rencana strategis laporan akuntabilitas kinerja dan

rja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;

rencana dan program kerja di bidang keuangan;

kebutuhan anggaran dan dokumen pelaksanaan

as;
pembukuan, perbendaharaan, dan verifikasi;
an pelaksanaan anggaran;

akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;

urusan gaji pegawai;

lan penyusunan kebijakan teknis di bidang aset daerah;

dan pelaksanaan kebijakan pedoman pengelolaan dan
barang milik daerah;

pengelolaan aset daerah, dan revaluasi/appraisal serta

A manajemen inventarisasi barang daerah;

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

aran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa

kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

r. pelaksanaan

tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-

undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

berkedudukan ¢
Kepala Dinas m
operasional terh
air serta melaks
operasi dan pem
bidang sumber ¢

(2) Dalam melaksarn

Pengairan meny

a. penyusunan 1

Bagian Ketiga
Bidang Pengairan
Pasal 8

ran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
i bawah Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada
clalui sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan teknis
adap upaya pengembangan dan penataan sumber daya
anakan urusan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan

leliharaan, pembinaan, pemanfaatan prasarana daerah di
laya air.

1akan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
clenggarakan fungsi:

rencana dan program kerja dibidang pengairan;



C.

d.

. pelaksanaan

. pengadaan p

. pelaksanaan

penyusunan

dalam pelaks

pengumpulan

pemanfaatan
pemanfaatan

perencanaan teknis, pembinaan dan bimbingan teknis
anaan program dan kegiatan sumber daya air;

data potensi sumber daya air dalam rangka

sumber daya air dan pelaksanaan pengumpulan data
sumber-sumber air;

pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan

pembangunan, rehabilitasi, peningkatan operasi dan pemeliharaan
serta pembinaan pemanfaatan sumber daya air;

pelaksanaan
dan bencan;
sedimentasi;

atau petani p

kerusakan pr

koordinasi dalam penanggulangan bencana alam banjir

A alam lainnya serta usaha pengendalian erosi dan

enyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dan

emakai air;

penanggulangan secara darurat atau permanen terhadap
asarana sumber daya air akibat bencana alam;

pembinaan,
bawahan;

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

. pemberian saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa
kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

. pelaksanaan
undangan se

tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
suai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Bidang Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam
melaksanakan tugas dan fungsi, membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Teknik dan Bina Manfaat;

b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan; dan

c. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Pengairan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah Kepala Bidang Pengairan dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengairan.

Pasal 10

(1) Seksi Perencanaan Teknik dan Bina Manfaat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 |ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Pengairan dalam melaksanakan perencanaan teknis terhadap
kegiatan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan operasi dan
pemeliharaan bjdang sumber daya air.

2/ wwm @



. penyusunan

. pelaksanaan
teknis unty
operasi dan j

. perencanaan
spesifikasi
dilaksanakan

. pelaksanaan
yang berpotg
telah diman
masyarakat;

. perencanaan

k kegiatan pembangunan,
pemeliharaan bidang sumber daya air;

survey investigasi, pengumpulan data, perencanaan

rehabilitasi, peningkatan,

teknis detail, perhitungan rencana anggaran biaya dan

eknis terhadap rencana program dan kegiatan yang
e

b

pengumpulan data dan analisa data sumber-sumber air

nsi untuk dikembangkan dan sumber-sumber air yang
faatkan dalam rangka memenuhi pelayanan kepada

dan pengelolaan aset prasarana sumber daya air,

investigasi, dan pemuktahiran hasil investarisasi aset irigasi;

pada masyar

. pelaksanaan
organisasi pe

. pelaksanaan

program bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan

akat pengguna jasa pelayanan sumber daya air;

inventarisasi dan pendataan terhadap perkumpulan dan

ngguna jasa pelayanan sumber daya air;

pembinaan kepada lembaga instansi penggunaan jasa

pelayanan pengairan (termasuk perkumpulan petani pemakai air);
. pembinaan,

bawahan;

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

. pemberian saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa
kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

. pelaksanaan
undangan se

tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
suai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Operasi
dimaksud dalan
Kepala Bida
pengendalian
pengairan rawa
jaringan irigasi,
kegiatan bidang

dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan sebagaimana
n Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu
g Pengairan dalam melaksanakan pengawasan,
egiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi,
pengendalian banjir dan bagian air sungai, pengamanan
serta penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air
pengairan.

(2) Dalam melaksazs
Operasi dan Pen

nakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
neliharaan Jaringan Pengairan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan |rencana dan program kerja di bidang operasi dan

b. pengelolaan,

pemeliharaan

pemeliharaan

jaringan pengairan;

pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi dan
yang meliputi jaringan 1r1ga31 jaringan tata air, rawa,

PO ... .. ISl e N



d. penyiapan pe
pemeliharaan

-10-

rencanaan dan program tahunan kegiatan operasi dan
serta perhitungan pembiayaan kegiatan tahunan;

€. penyelenggarpan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka kegiatan

operasi dan p

emeliharaan jaringan prasarana sumber daya air dengan

instansi/lembaga yang terkait dan masyarakat;

f. pelaksanaan

pengamanan jaringan sumber daya air dan penetapan

garis sepadan jaringan yang bertujuan untuk melestarikan status dan
fungsi pelayanan jaringan;

oQ

. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi sumber daya air;

h. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

bawahan;

i. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil

telaahan dan
fungsinya;

J- pelaksanaan

analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan

tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-

undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Seksi Pembanglinan dan Rehabilitasi Jaringan Pengairan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang Pengairan dalam melaksanakan pengelolaan,
pengadministrasian, serta pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi bidang sumber daya

air.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Pengairan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan 1

encana dan program kerja di bidang pembangunan dan

rehabilitasi jaringan pengairan;

b.pengelolaan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan

dalam bidang

kegiatan pengairan meliputi administrasi pelaksanaan,

pengawasan teknis pelaksanaan, pengawasan pencapaian sasaran
akhir kegiatan (sasaran fisik dan pemanfaatan);

c. pelaksanaan
program dan
masyarakat;

d. pembuatan
pembanguna

sosialisasi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan
egiatan dengan instansi/lembaga yang berkaitan dengan

aporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan
dibidang prasarana sumber daya air yang menjadi

pelaksanaan komponen dari laporan tahunan kegiatan;

€. pembinaan,
bawahan;

engawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
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g. pelaksanaan |tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Bina Marga

Pasal 13

(1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan teknis operasional dan pengendalian serta
pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, peningkatan,
rehabilitasi, dam pemeliharaan Jaringan jalan dan bangunan pelengkap

jalan termasuk| jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang
dilimpahkan kepada Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Bidang
Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

4. penyusunan rencana program kerja dibidang bina marga;

b. pelaksanaan |pengumpulan data dan inventarisasi data, survei serta
penyusunan |skala prioritas dalam rangka perencanaan teknis dan

pengelolaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan
pemeliharaan| jalan dan bangunan pelengkap jalan, termasuk
jembatan;

. penyiapan dan pengelolaan pelaksanaan pembangunan, peningkatan,
rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan termasuk jembatan;

d. pelaksanaan | pembinaan, pemantauan, dan pengawasan teknis
terhadap pgnanganan kegiatan pembangunan, peningkatan,
rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan bangunan pelengkap jalan,
termasuk jembatan;

€. pelaksanaan |pengawasan daerah milik jalan dan daerah manfaat

jalan;
f. pengoordinasian, pelaksanaan sosialisasi, dan sinkronisasi
penanganan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan

pemeliharaan| jalan dan bangunan pelengkap jalan, termasuk
jembatan dengan instansi/lembaga terkait dan masyarakat;

g. pelaksanaan pembuatan laporan tahunan kegiatan pelaksanaan tugas
Kebina Margaan;

h.pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bawahan;

1. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil
telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidane dan




(1) Bidang Bina

melaksanakan

a. Seksi Pemban
b. Seksi Pemelih
¢. Seksi Pemban

(2) Masing-masing
seorang Kepala

kepada Kepala

(1) Seksi Pembang;
dalam Pasal 14
Bidang Bina M
dan
pembangunan d

operasional

(2) Dalam melaksar
Pembangunan d

a. penyusunan
peningkatan

. pelaksanaan
penyusunan

pembangunan

. penyiapan
peningkatan

. pemantauan

pembangunar

penanganan

instansi/lemb|

. pembinaan,
bawahan;

fungsinva:

. pelaksanaan j

pengoordinasi

. pemberian sai
telaahan dan
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Pasal 14

N
{

larga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam
ugas dan fungsi, membawahkan:

gunan dan Peningkatan Jalan;
araan Jalan; dan

gunan dan Pemeliharaan Jembatan.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab

Bidang Bina Marga.

Pasal 15

bnan dan Peningkatan Jalan sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala
larga mempunyai tugas dalam melaksanakan teknis
pengendalian  pelaksanaan  program/ kegiatan
an peningkatan jalan serta bangunan pelengkap.

1akan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi
an Peningkatan Jalan menyelenggarakan fungsi:

1
j

rencana dan program kerja di bidang pembangunan dan
alan;

pengumpulan data dan inventarisasi data, survei serta
kala prioritas dalam perencanaan teknis dan pengelolaan
| dan peningkatan jalan dan bangunan pelengkap jalan;

S

dan

j

pengelolaan pelaksanaan pembangunan dan
alan dan bangunan pelengkap jalan;

dan pengawasan teknis terhadap penanganan kegiatan
| dan peningkatan jalan dan bangunan jalan;

pengawasan daerah milik jalan dan daerah manfaat jalan;

an, pelaksanaan sosialisasi
pembangunan jalan dan
aga terkait dan masyarakat;

dan sinkronisasi
jembatan  dengan

E

rengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

ran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil
analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan




1. pelaksanaan fugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan sespai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16............ 13
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Pasal 16

(1) Seksi Pemelihataan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam
melaksanakan | teknis operasional dan pengendalian pelaksanaan
pemeliharaan jgdlan dan rehabilitasi jalan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pemeliharaan Jalan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembangunan dan
pemeliharaan jalan;

b. pelaksanaan |inventarisasi dan pengumpulan data, kondisi jaringan
jalan dan pembangunan pelengkap jalan serta penyusunan skala
prioritas dalam rangka perencanaan teknis dan pengelolaan urusan
pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan pembangunan pelengkap
Jjalan;

c. penyiapan dan pengelolaan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi
jalan dan pelengkap jalan;

d. pemantauan | dan pengawasan teknis terhadap penanganan
pemeliharaan dan pembangunan pelengkap jalan;

€. pembuatan laporan tahunan kegiatan penanganan pemeliharaan
jalan;

f. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bawahan;

g. pemberian sgran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil
telaahan dan|analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

h. pelaksanaan |tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14|ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Bina Marga dalam melaksanakan teknis operasional dan
pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja dibidang pembangunan dan
pemeliharaan jembatan;

. . 1 N L - -
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d. pelaksanaan |survey untuk perencanaan teknis, pembangunan dan
pemeliharaan jembatan;

€. penyiapan gambar rencana, spesifikasi teknis dan perhitungan rencana
anggaran biaya pembangunan dan pemeliharaan jembatan;

f. pelaksanaan |pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan
yang meliputi administrasi pelaksanaan, pengawasan teknis

pelaksanaan,| pengawasan pencapaian sasaran fisik dan fungsional
kegiatan;

8. pengoordinasian, dan pelaksanaan sosialisasi serta sinkronisasi

penanganan pembangunan jembatan dengan instansi /lembaga terkait
dan masyarakat;

h.pembuatan lgporan tahunan kegiatan penanganan pembangunan dan
pemeliharaan|jembatan;

i. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bawahan;

J. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan, hasil

telaahan dan|analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya;

k. pelaksanaan [tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya
Pasal 18

(1) Bidang Cipta [Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruiang melalui Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan
teknis operasional dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem
penyediaan air| minum, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan
drainase primer dan sekunder, serta kegiatan bangunan gedung.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Cipta Karya mernyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan teknis serta program kerja, rencana anggaran
pembiayaan di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum,
pembangunan dan pemeliharaan drainase primer dan sekunder serta
bangunan gedung;

b. penyelenggardan penataan administrasi pengelolaan dan pengendalian



(2)

(2)

. penyusunan
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perencanaan teknis pengelolaan kegiatan pengembangan

sistem penyediaan air minum, pembangunan dan pemeliharaan serta

bangunan ge

pelaksanaan

dung;

. penyelenggaraan bantuan teknis, penyuluhan dan sosialisasi terhadap

kegiatan pengembangan air bersih, pembangunan dan

pemeliharaan drainase primer dan sekunder serta bangunan gedung;

pelaksanaan
masyarakat;

pembinaan,
bawahan;

. pemberian sa
telaah dan 4
fungsinya; da

pelaksanaan
undangan se

Bidang Cipta |
melaksanakan {

. penyelenggarpan koordinasi,

sinkronisasi, dan sosialisasi dalam
tugas dan fungsi dengan instansi/lembaga terkait dan

pembuatan laporan tahunan kegiatan bidang tugas Cipta Karya;

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

ran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil
nalisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan
n

tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
suai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam
ugas dan fungsi, membawahkan:

a. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

b. Seksi Pembai
c. Seksi Bangur
Masing-masing
oleh seorang K
Karya dan berts

Seksi Pengeml
dimaksud dalan
Kepala Bidang
kerja dan pemb
penyediaan air 1

Dalam melaksayj
Pengembangan

a. penyusunan

rgunan dan Pemeliharaan Drainase; dan
1an Gedung.

Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
epala Seksi yang berada di bawah Kepala Bidang Cipta
inggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Pasal 20

pangan Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana
n Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu
Cipta Karya dalam melaksanakan penyusunan program
iayaan serta pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem
minum.

nakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Sistem Penyediaan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

rencana, program kerja dan pengelolaan kegiatan

pengembangan sistem penyediaan air minum;

b. pengumpulan dan pengolahan data dalam perencanaan program



(2)

. pelaksanaan sinkronisasi keterpaduan program pengembangan sistem
penyediaan ajr minum,;

. pelaksanaan [perencanaan, pembangunan, pengawasan, pemeliharaan
dan rehabilitasi pengelolaan sistem penyediaan air minum;

pelaksanaan pengembangan dan pengendalian pembangunan sarana
dan prasarana sistem penyediaan air minum;

. pelaksanaan [pembinaan dan peningkatan kemampuan sumber daya
manusia di bidang sistem penyediaan air minum;

- pelaksanaan |inventarisasi dan pendataan kegiatan pengembangan
sistem penyediaan air minum;

pelaksanaan

. pembinaan, |pengawasan evaluasi

bawahan;

. pemberian saran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil
analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan

telaahan dan
fungsinya.

pelaksanaan ftugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan sistem
penyediaan air minum,;

terhadap pelaksanaan tugas

Pasal 21

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19
Bidang Cipta

ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala
Karya dalam melaksanakan pembangunan dan

pemeliharaan drainase primer dan sekunder.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1},Seksi
Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembangunan dan

b.

pemeliharaan

. pelaksanaan
dan prasarang drainase primer dan sekunder;

drainase primer dan sekunder;

pelaksanaan survey, investigasi dan pengumpulan data untuk program
kegiatan perencanaan teknis pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan

drainase primer dan sekunder;

peran fasilitasi terhadap rencana pemanfaatan sarana

. pelaksanaan pembangunan dan pemelihraan sarana dan prasarana
drainase primer dan sekunder;

. pengindentifikasi wilayah/kawasan rawan banjir bersama tim dan
melakukan tindakan penanggulangan banjir;

pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
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h. pelaksanaan 1
undangan ses]

rugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
lai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Bangunan
huruf ¢, memput
melaksanakan f{
perencanaan, P
pengembangan d
publik.

Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
nyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam
program  kerja, rencana anggaran dan pembiayaan,
enyelenggaraan Bangunan Gedung, pengelolaan dan
an pembangunan bangunan pemerintah dan bangunan

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Bangunan Gedung, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan 1
pembangunan

rencana dan program kerja dan pengelolaan kegiatan
bangunan pemerintah dan bangunan publik;

b. pelaksanaan
bangunan pen
dinas;

perencanaan teknis, bantuan teknis perencanaan
rerintah dan bangunan publik yang menjadi wewenang

c. pelaksanaan {
pemerintah da

rembangunan, pemeliharaan dan rehabitilasi bangunan
n bangunan publik;

d. pelaksanaan
kegiatan pengg

pengawasan teknis dan pengendalian pelaksanaan
lolaan bangunan pemerintah dan bangunan publik;

e. penyusunan dan perumusan mengenai Bangunan Gedung bangunan
pemerintah dan bangunan publik dan status bangunan sesuai dengan
norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;

f. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung

bangunan pen

g. pelaksanaan
Gedung bangu

h. pelaksanaan 1
(HSBGN);

i. pelaksanaan i

J. pengelolaan si
bangunan;

k. pelaksanaan ¢
gedung;

1. pemberian sai

ierintah dan bangunan publik;

sinkronisasi keterpaduan penyelenggaraan Bangunan
nan pemerintah dan bangunan publik;
penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

wentarisasi dan pendapatan bangunan pemerintah;

stem informasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan
evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bangunan

an dan pertimbangan teknis terhadap

dalam rangka pemberian rekomendasi izin mendirikan

bangunan;

m. pembinaan, fj

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

bawahan:



(1) Bidang Penatag

(2) Dalam melaks4

(1) Bidang Penataa

0. pelaksanaan
undangan ses

berkedudukan
melalui Sekreta
Dinas pekerjaai
ruang, pengawa

Bidang Penataai

a. penepatan pe
ruang;

b. penyelenggar:
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tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
uai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penataan Ruang
Pasal 23

in Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
iris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
n umum dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan
san dan pengendalian.

nakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
n Ruang menyelenggarakan fungsi:

2

nyusunan rencana dan program kerja bidang penataan

aan pelaksanaan tugas bidang penataan ruang;

c. pengkoordin

d. pembinaan
ruang;

e. pelaporan pel

f. pelaksanaan
penataan rual

g. pelaksanaan

sian perencanaan teknis di bidang penataan ruang;

n pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penataan

aksanaan tugas pengelolaan penataan ruang;

monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan
ng;

koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit

kerja/instansi/ lembaga/ atau pihak ketiga di bidang penataan ruang;

h. pembinaan, j
bawahan;

i. pemberian sa
telaahan dan
fungsinya.

. pelaksanaan
undangan ses

melaksanakan f

a. Seksi Perencs

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

ran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil
analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan

tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
uai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

n Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam
lgas dan fungsi, membawahkan:

inaan Tata Ruang;

b. Seksi Peman

atan Ruang; dan

s N LR W e S ) SRR ] o A e
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Pasal 25

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (1) huruf 8, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan

Ruang dalam

merencanakan, melaksanakan mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan perencanaan tata ruang.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Perencanaan tata ruang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan

rencana dan program Kkerja operasional kegiatan

pengelolaan perencanaan tata ruang;

b. penyusunan
perdesaan;

C. penyusunan

rumusan kebijakan pembangunan perkotaan dan

peraturan mengenai pengembangan perkotaan dan

perdesaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);

d. penyusunan

dan penetapan rencana detail tata ruang kawasan

perkotaan, perdesaan dan khusus;

€. penyusunan

f. penyusunan
kabupaten;

g. pelaksanaan

h. pelaksanaan

dan penetapan rencana teknik ruang kawasan;

dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

koordinasi pengelolaan perencanaan tata ruang dengan

sub unit kerja lain di lingkungan dinas;

i. pembinaan,
bawahan;

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

Jj. pemberian sgran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil
telaah dan dnalisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

k. pelaksanaan
undangan se

tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
suai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Seksi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang
dalam merencgnakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanan tugs

(2) Dalam melaksal
Pemanfaatan Ru

a. penyusunan
pelayanan pe

- - . -~

s pelayanan pemanfaatan ruang.
nakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
lang menyelenggarakan fungsi:

rencana dan program kerja operasional kegiatan
manfaatan ruang;




d. pelaksanaan

o)}

(1) Seksi Pengawas
24 ayat (1) h
Penataan Ruang

. penyusunan

. pengembangs

. pemanfaatan

. pembinaan,

. pelaksanaan

20-

kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia

usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan
prasarana perkotaan dan perdesaan;

struktur dan
dan kawasan

pemberian sq
bidang penat:

kepada masy]|

pengoordinas

rumusan program sektoral dalam rangka perwujudan

pola pemanfaatan ruang wilayah perkotaan, perdesaan
strategis khusus;

psialisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
aan ruang;

in sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;

. penyebarluagan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang

arakat;
SPM di bidang penataan ruang;

ian pengelolaan perencanaan tata ruang dengan sub unit

kerja lain di lingkungan dinas;

bawahan;

pemberian sg
telaahan dan|
fungsinya.

undangan se

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

ran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil
analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan

tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
suai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

an dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
uruf ¢, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
> dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian.

(2) Dalam melaksat
Pengawasan daj

a.

b.

. pelaksanaan

. melaksanakat

. pelaksanaan

penyusunan
pengawasan (¢

pelaksanaan
wilayah;

pengelolaan k

dan pedesaan

nakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
1 Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

rencana dan program Kkerja operasional kegiatan
lan pengendalian;

pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang

pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan
awasan perkotaan dan perdesaan;

n pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan
| kawasan khusus/strategis;

evaluasi hasil-hasil pemanfaatan ruang;
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h. pembinaan,
bawahan;

pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

pemberian sg
telaahan dar
fungsinya; de

wran dan pertimbangan serta menyampaikan laporan hasil

| analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan
Tel

. pelaksanaan

tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan se

suai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

(1) Kepala Dinas
dalam melaksa
koordinasi, inte
internal dan eks
masing.

(2) Untuk mendul
kegiatan sebagsz
komunikasi sed

beserta semua pimpinan unit organisasi di bawahnya
nakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip
grasi, dan sinkronisasi serta bekerja sama dalam lingkup
sternal Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-

cung kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas dan
limana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan sistem
rara formal maupun informal.

Pasal 29

(1) Kepala Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap seluruh

pimpinan unit g
(2) Setiap pimpinag
pengendalian in

(3) Pengawasan me
adalah pengaw:

rganisasi berikut bawahannya.

N unit organisasi di bawah Sekretaris melaksanakan
ternal terhadap bawahannya.

lekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
isan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan atas

pelaksanaan tugas rutin yang telah ditetapkan dan atau pelaksanaan

tugas lainnya se

(1) Kepala Dinas |
seluruh pimpin
bimbingan serta

(2) Setiap pimpinar
jawab memimpi
dengan memberi
bawahannya.

(1) Kepala Dinas |

suai petunjuk dan perintah atasan.

Pasal 30

pertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
an unit organisasi bawahannya dengan memberikan
arahan guna terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

1 unit organisasi di bawah Kepala Dinas bertanggung
n dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing
kan bimbingan serta arahan terhadap pelaksanaan tugas

Pasal 31

cerhaoaimana me

wajib meneliti, mengoreksi dan melakukan perbaikan

hotinsria atan Baadl Teae o oo . 7



(3) Penyampaian
penyampaian 14
secara tertulis ¢

(4) Setiap dokume
Kepala Dinas a
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petunjuk, pengajuan hasil pelaksanaan tugas dan
poran dilakukan secara berjenjang yang dapat dilakukan
atau lisan.

n dan atau naskah dinas, sebelum ditandatangani oleh
tau pimpinan unit organisasi sesuai kewenangannya wajib

diberi paraf terlebih dahulu oleh bawahannya.

(5) Pemberian par
sesuai peraturs

(1) Pelaksanaan ti
Bupati ini seps
organisasi;

(2) Dalam rangka
organisasi terer
teknis dan ope:
memperhatikan
dilakukan;

(3) Hasil pelaksani
formal dan ma
terendah, kecu

menurut keten
bersangkutan;

(4) Dalam hal baw:
dan/atau dikar
tugas teknis ya|
mengambil alih

(1) Kepala Dinas
kepada Bupati

af sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
n perundang-undangan.

Pasal 32

igas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan
enuhnya menjadi tanggung jawab setiap pimpinan unit

pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap pimpinan unit
idah wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas
rasional kepada bawahannya secara proporsional dengan
| kompetensi, bentuk, jenis dan beban pekerjaan yang

1an tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara
terial menjadi tanggung jawab pimpinan unit organisasi
lali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan/atau
[uan yang berlaku menjadi tanggung jawab pribadi yang

ahan dari pimpinan unit organisasi terendah berhalangan
enakan sebab lainnya sehingga tidak dapat melaksanakan
ng dibebankan, maka pimpinan unit organisasi terendah
tugas dimaksud.

Pasal 33

wajib mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan

kurangnya seti

melalui Sekretaris Daerah secara berkala sekurang-
p 3 (tiga) bulan berkenaan dengan pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas, baik sebagian atau seluruhnya;

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku

bagi setiap pi
berjenjang;

(3) Setiap laporan
Kepala Dinas

untuk dipergui
rangka pemberi

pinan unit organisasi di bawah Kepala Dinas secara

yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di bawah
dari bawahannya masing-masing, diteliti dan ditelaah
nakan sebagai bahan laporan selanjutnya, serta dalam
an petunjuk kepada bawahannya masing-masing.
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(2) Dalam hal Kepala Dinas dan sekretaris secara bersamaan berhalangan
atau berada di luar daerah maka pelimpahan wewenang mewakili
diberikan kepada Kepala Bidang yang senior.

(3) Dalam hal pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) Pasal ini, untuk hal-hal yang prinsipil yaitu politik, keuangan
dan kepegawaian tetap ditangani langsung oleh Kepala Dinas, kecuali
atas perintah langsung dari Bupati.

(4) Terhadap hal-hal yang sifatnya sangat mendesak agar dilaporkan kepada

Bupati dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Dinas setelah kembali
berada ditempait.

(S) Setiap pimpinan unit organisasi dibawah Kepala Dinas wajib mematuhi
petunjuk dan | arahan Sekretaris atau kepala Bidang sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 35

(1) Dalam hal terjgdi kekosongan jabatan struktural, Sekretaris atau setiap
pimpinan unit ¢rganisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
fungsi jabatan kosong di bawahnya sampai dengan ditunjuknya pejabat
yang definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memungkinkan untuk dirangkap dikarenakan pertimbangan beban kerja
atau alasan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,
maka demi kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas dapat ditunjuk
Pelaksana Tugas dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 36

(1) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan
penyelesaian secara cepat, Kepala Dinas atau setiap pimpinan unit
organisasi dapat langsung menugaskan bawahannya untuk membantu
penyelesaian suatu tugas yang bukan merupakan tugas dan fungsi yang
bersangkutan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi
personil di bawah pimpinan unit organisasi terendah.

Pasal 37

(1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Bupati ini dan penempatan staf pelaksana di bawah pimpinan
unit organisasi terendah ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris dalam
rangka pengendalian intern secara memadai, meliputi:

a. rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran
(output];

b. prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi;

c. pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari setiap
unit organisasi, maka segala ketentuan yang termuat dan Peraturan Bupati

ini disesuaikan lepih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo
Nomor 34 Tahun|2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Bagan Struktur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Bungo|(Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 34)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 88 - 15 ~991%

@,/ BUPATI BUNGO, o

s SHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 ~ \? - o\t

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN IS
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